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BAB II 

HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM DI INDONESIA 

A. Pengertian Anak dan Hak Anak 

Sebelum membahas tentang hak-hak anak dalam peraturan perundang-

undangan maka perlu untuk diuraikan terlebih dahulu mengenai definisi anak dan 

hak anak. Menurut Undang-Undnag Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 

mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
1
 

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 

menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 

negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang 

seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan 

kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia 

tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.
2
 Hak-hak 

anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, 

maka tiap negara mengembankan kewajiban yaitu melindungi (to protect), 

memenuhi (to fulfill), dan menghormati (to respect) hak-hak anak.
3
 

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang 

Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang 

                                                           
1
 Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. 

2
 Meuthia G. Rochman, at. Al., Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan, (Jakarta: 

ELSAM, 1997), ix. 
3
 Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (Menteri 

Sosial, 2010), 11. 
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tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mel\ndidik dan 

melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa 

Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau 

keluarga  sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa 

asuh dapat dialaihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh 

Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, 

masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan 

dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, 

lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan 

usaha dan media massa.
4
 

 

B. Hak-hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun  2002 

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan 

hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara republik  Indonesia 

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 

1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002. Berdasarkan 

sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan 

dijaga agar berkembang secara wajar.  

Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi 

Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-

                                                           
4
 Fuadi, “Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan 

Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh”, Jurnal Ilmu Hukum Universitan Pasca Sarjana 
Syiah Kuala, No 1 (Agustus, 2013), 2. 
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Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2. 

Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah:
5
 

1. Prinsip non diskriminasi. 

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak 

Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. 

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni :  

Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang 

diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam 

wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa 

memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan 

politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik 

atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status 

lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang 

sah”. (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah 

yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk 

diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, 

pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, 

walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2). 

 

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child). 

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang 

dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau 

badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus 

menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1). 

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to 

life, survival and development). 

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak 

memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan 

                                                           
5
 Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, (Jakarta: ELSAM, 2005), 2. 
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juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal 

kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2). 

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the 

child). 

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang 

mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap 

pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 

Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar 

anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak 

untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua 

hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai 

sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. 

Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan 

legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. 

Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma 

hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas 

hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.
6
 

Pada pasal 4 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan primary laws (norma 

hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, 

                                                           
6
 Muhammad Joni, Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak 

Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga  (Jakarta: KPAI, t.t.,), 11. 
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yang secara teoritis dapat disebut sebagai secondary laws. Karenanya, Hak hidup 

sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi 

darurat (emergency).
7
  

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban 

anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 19. Secara lebih perinci hak-hak 

anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 adalah sebagai berikut: 

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan 

KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi 

internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai 

hak yang utama (supreme right). Sedangkan hak atas tumbuh kembang 

diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk 

berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan 

hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan 

perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk 

agama.
8
 

2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan 

(Pasal 5). 

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai 

dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua 

                                                           
7
 Ibid, 11. 

8
 Ibid, 12. 
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(Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan 

berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara 

terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 

KHA. 

4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang 

tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut 

berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3). 

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan 

kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh 

pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak 

atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan 

bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana 

pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam 

ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan 

yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.23/2002.  Pemerintah 

wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang 

komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan 

yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).
9
 

6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya 

                                                           
9
 Ibid, 13. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 
 

(pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai 

dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan 

pelaksanaaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 

ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan 

alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 

persen. 
10

 

7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan 

juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2). 

8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). 

9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya 

demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 

kepatutan (Pasal 10). 

10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 

anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan 

minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 

11).
11

 

                                                           
10

 Ibid.14. 
11

 Ibid.  
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11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain 

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-

perlakuan yang menyimpang itu adalah:  

a. Diskriminasi. 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. 

c. Penelantaran. 

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. 

e.  Ketidakadilan. 

f. Perlakuan salah lainnya. 

12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan 

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan 

terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak 

berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari 

orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini 

ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya 

secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan 

dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi 

kepentingan terbaik anak.
12

 

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat 

atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah: 

                                                           
12

 Ibid, 15. 
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a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik. 

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata. 

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial. 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. 

e. Pelibatan dalam peperangan. 

14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk 

memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari 

penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya 

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
13

 

15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 

dipisahkan dari orang dewasa. 

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak 

yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum 

(Pasal 17 ayat 1). 

16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2). 

                                                           
13

 Ibid. 16. 
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17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). 

Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka 

pemerintah melakukan beberapa perubahan pada undang-undang nomor 23 

tahun 2002 dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 35 tahun 2014 

yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal undang-

undang nomor 23 tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan 

hak dan kewajiban anak tersebut adalah:
14

 

1. Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk 

beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”. 

2. Pada pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi “Setiap 

Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari 

kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. 

3. Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang 

menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”. 

4. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi  

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Anak tetap berhak:  

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 

dengan kedua Orang Tuanya; 

                                                           
14

 Tim, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no 23 tahun 

2002. 
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b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang 

Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;  

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan  

d. Memperoleh Hak Anak lainnya.  

 

5. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah 

dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”. 

Setiap hak yang didapatkan berimbang dengan kewajiban yang harus 

dijalankan, selain memiliki beberapa hak, seorang anak juga memiliki beberapa 

kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupannya. Dalam pasal 19 UU 

NO. 23 Tahun 2002 diuraikan bahwa setiap anak memiliki kewajiaban untuk:
15

 

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru. 

2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. 

3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. 

4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 

5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi 

empat kategori yaitu sebagai berikut: 

1. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan 

kesehatan yang  memadai (survival rights). 

2. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan 

formal maupun formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak 

bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan sosial 

(development rights) 

                                                           
15

 Muhamma Joni, Hak-Hak Anak...., 16. 
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3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, 

penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga 

dan perlindungan bagi anak anak pengungsi (protection rights). 

4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan 

pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak 

itu (participation rights).
16

 

 

C. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 tahun 2011 tentang Standart 

Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak 

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana 

yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak panti asuhan 

sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak terikat pada peraturan yang 

dikeluarkan menteri sosial pada tahun 2011 tentang standart pengasuhan 

anak. Pada bab IV terdapat peraturan tentang kebutuhan-kebutuhan anak 

dengan judul Standart Pelayanan Pengasuhan, diantaranya yaitu: 

1. Makanan 

a. Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan 

nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka 

selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 

dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama 

                                                           
16

  Ibid. 6. 
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minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam 

sehari.
17

 

b. Makanan harus disediakan dengan memperhatikan selera anak dan 

dilakukan secara teratur dengan waktu yang fleksibel sesuai situasi 

anak terkait waktu kepulangan anak dari sekolah atau kegiatan 

lainnya. 

c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menjamin anak dengan 

kebutuhan nutrisi khusus, antara lain karena sakit mendapat 

makanan khusus sesuai kebutuhan mereka. 

d. Anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di 

malam hari sekalipun.
18

 

Di dalam prakteknya permensos menegaskan sebagai berikut:
19

 

a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan makanan yang 

terjaga kualitas gizi dan nutrisinya berdasarkan hasil konsultasi pada 

ahli gizi. 

b. Anak makan makanan utama minimal tiga kali dalam sehari termasuk 

sarapan pagi dan anak makan makanan tambahan minimal 2 kali 

sehari, termasuk memperoleh bekal untuk makan siang.. 

c. Anak mengambil sendiri makanannya, tidak dijatah oleh Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak, sehingga anak tidak merasa kekurangan. 

                                                           
17

 Tim, Permensos Nomor 30 tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak, 83. 
18

 Ibid, 74. 
19

 Ibid. 
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d. Anak dapat mengakses air minum matang dengan bebas bahkan di 

malam hari sekalipun.  

e. Pengasuh membantu anak untuk menetapkan waktu makan yang 

fleksibel disesuaikan dengan jadwal anak di sekolah. Misalnya, anak 

yang pulang sekolah lebih awal dapat menyantap makanan lebih 

dahulu, anak yang pulang sekolah melampauai jam makan dapat 

makan sendiri.
20

 

f. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memastikan tersedianya 

makanan bagi anak yang pulang terlambat karena mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya. 

g. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan identifikasi terhadap 

anak yang memiliki kebutuhan makanan khusus dan menyediakan 

kebutuhan mereka. Misalnya, untuk anak yang memiliki alergi pada 

jenis makanan tertentu, anak yang menderita penyakit tertentu 

seperti diabetes, maag, dan kebutuhan khusus lainnya.
21

  

Sedangkan dalam surat edarannya Dinas Sosial menganjurkan menu 

makanan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Daftar menu makanan sesuai Anjuran Dinas Sosial Surabaya 

 

Daftar menu tiap bulannya 

Nasi putih  

(berat 

miimal 150 

gram) 

Lauk hewani 

(daging/ikan/a

yam berat 

minimal 30 

gram) 

Lauk nabati 

(tahu/tempe/dadr 

jagung berat 

minimal 50 

gram) 

Sayur 

(berat 

minima

l 150 

gram) 

Buah 

(berat 

miimal 

150 

gram) 

Air 

mineral(dalam 

kemasan berat 

minimal 250 

ml) 

 

                                                           
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33 
 

Tabel 2.2 

Jadwal menu makanan tiap bualan sesuai Anjuran Dinas Sosial Surabaya 

 

Jadwal menu tiap bulannya 

Tanggal 

1,11,21,31 2,12,22 3,13,23 4,14,24 5,15,25 

Nasi putih 

ayamtempe 

goreng 

sayur sop 

buah pisang 

air ineral 

Nasi putih 

Telur 

ceplok+dadar 

jagung 

Sayur lodeh 

Buah semangka 

Air mineral 

Nasi putih 

Ikan 

goreng+tempe 

goreng 

Urap-urap 

Buah melon 

Air mineral 

Nasi putih, 

empal+tahu 

goreng 

Sayur benng 

Buah pepaya 

Air mineral 

Nasi putih 

Telur 

dadar+dadr 

jagung 

Kare ayam 

Buah pisang 

Air mineral 

Tanggal 

6,16,26 7,17,27 8,18,28 9,19,29 10,20,30 

Nasi putih 

Ayam bakat+ 

tahu goreng 

Oseng-oseng 

Buah 

semangka 

Air mineral 

Nasi putih 

Ikan brengkes 

(bothok) 

tempe goreng 

Sayur asem 

Buah pepaya 

Air mineral 

Nasi putih 

Empal+tempe 

goreng 

Rawon labu 

Buah melon 

Air mineral 

Nasi putih 

Telur rebus+ 

krupuk 

Soto ayam 

Buah pisang 

Air mineral 

Nasi putih 

Ikan bandeng 

Bali tahu 

Bauah melon 

Air mineral 

 

2. Pakaian 

a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan 

pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, 

fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. 

b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengalokasikan 

anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.
22

 

Di dalam prakteknya Permensos menyatakan:
23

 

a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak mendata kebutuhan pakaian 

anak dan memastikan bahwa setiap anak memiliki pakaian secara 

pribadi, sehingga tidak harus berbagi dengan anak lainnya. 

                                                           
22

 Ibid. 77. 
23

 Ibid. 
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b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyediakan dan 

memastikan anak memiliki jumlah pakaian yang memadai sesuai 

dengan fungsinya, misalnya :Pakaian sehari-hari 3 setel, pakaian 

ibadah  1 setel, pakaian seragam sekolah  2 setel, pakaian olah raga  

1 setel, pakaian seragam batik  1 buah 

c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak melakukan pengadaan 

pakaian untuk anak minimal satu tahun dua kali.
24

 

3. Pendidikan 

a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk 

memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan 

informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana 

pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak. 

b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung 

tercapainya tujuan akademis pendidikan bagi anak selama mereka 

tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dengan 

memfasilitasi penyediaan berbagai fasilitas penunjang pendidikan 

seperti peralatan belajar, sarana transportasi, bimbingan belajar 

dan fasilita lainnya.
25  

c. Lembaga harus mendukung tercapainya fungsi sosial pendidikan 

bagi anak selama tinggal dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak, melalui keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
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dalam kegiatan sosial lain yang diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan sekurang-kurangnya dengan pemberian ijin, 

fleksibilitas waktu dan dukungan dana.
26

 

4. Akses terhadap kesehatan 

a. Kondisi kesehatan atau kecacatan anak tidak boleh menjadi 

pertimbangan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak untuk 

menolak memberikan pelayanan bagi anak, kecuali ada bukti 

secara jelas bahwa perawatan anak dalam Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak akan bertentangan dengan kepentingan terbaik 

mereka karena Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak 

memiliki fasilitas untuk menyediakan pelayanan kesehatan khusus 

yang dibutuhkan anak.
27

 

b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjalin kerja sama 

dengan lembaga atau perorangan yang bisa memberikan dukungan 

fasilitas kesehatan. 

c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan informasi 

tentang kesehatan reproduksi, bahaya merokok dan narkoba. 

Di dalam prakteknya permensos menyebutkan bahwa:
28

 

a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab untuk 

merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan 

                                                           
26

 Ibid. 79. 
27

 Ibid, 80. 
28

 Ibid. 
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makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak 

diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit. 

b. Dalam kasus anak yang pulang karena sakit, atas permintaan 

anak/orang tua/walinya, tanggung jawab pengasuhan tetap ada 

pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. 

c. Pengasuh memberi informasi dan melibatkan orang tua/wali dalam 

merespon keluhan kesehatan anak. Jika diperlukan/diinginkan oleh 

anak/ orang tua/wali bisa ikut merawat anak.
29

 

5. Aturan, disiplin dan sanksi 

a. Anak-anak bersama-sama pengurus dan staf merumuskan berbagai 

aturan yang mereka anggap penting untuk kehidupan bersama 

mereka, untuk kepentingan terbaik anak dan bukan semata-mata 

untuk menciptakan keteraturan dalam Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak. 

b.  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa 

penegakkan aturan dan disiplin, termasuk bagaimana cara disiplin 

tersebut ditegakkan, merupakan upaya untuk mendukung perilaku 

positif dan penghargaan terhadap orang lain. 

c. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus melarang segala 

bentuk perilaku atau hukuman yang memalukan atau merendahkan 

anak, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengurus, staf, 

                                                           
29

 Ibid. 
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atau pengasuh yang terbukti melakukan perilaku atau hukuman 

semacam itu.
30

  

6. Menjaga kerahasiaan pribadi anak 

a. Pengurus dan staf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus 

memperoleh pelatihan dan dukungan untuk menghargai dan 

menjaga semua informasi tentang anak yang sifatnya rahasia dan 

mengatur sistem untuk memastikan kerahasiaan informasi 

tersebut. 

b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menyediakan berbagai 

fasilitas yang mendukung privasi anak.
31

  

7. Jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak 

a. Anak, dengan didukung oleh pengasuh menyusun jadwal harian 

untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan sehari-hari yang 

memerlukan bertanggung jawab seperti sekolah, belajar, ibadah, 

dan piket; namun tetap proporsional dengan kesempatan anak 

untuk beristirahat dan bermain. 

b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memberikan 

kesempatan dan mengalokasikan waktu yang cukup bagi anak 

untuk bermain dan rekreasi. 

c. Jadwal harian anak bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan 

kepentingan individual anak dan direview minimal setiap 6 bulan 

                                                           
30

 Ibid, 90. 
31

 Ibid, 86. 
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serta dapat diubah sesuai kepentingan anak berdasarkan hasil 

evaluasi mereka. 

d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu menyediakan waktu 

dan kesempatan untuk anak berekreasi di luar lembagaminimal 

sekali dalam 6 bulan supaya mengenal dan memahami lingkungan 

dan komunitas di sekitarnya.
32

 

8. Keterlibatan anak dalam pekerjaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak 

Anak tidak dilibatkan dalam pekerjaan di Lembaga Kesejahteraan 

Sosial Anak yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan dan hak-

hak anak. 

Di dalam prakteknya yang harus dilaksanakan adalah: 

a. Tugas piket dibatasi pada jenis pekerjaan yang ditujukan untuk 

meningkatkan keterampilan hidup (life skill) seperti 

membersihkan kamar anak, mencuci dan menyetrika baju pribadi, 

serta membantu menyiapkan makanan pada hari libur anak. 

b. Keterlibatan anak dalam berbagai pekerjaan yang ditujukan untuk 

mempertahankan keberlangsungan Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak hanya boleh menjadi pelengkap bagi pekerjaan yang 

dilakukan oleh petugas yang memang dipekerjakan Lembaga 

Kesejahteraan Sosial Anak. 

                                                           
32

 Ibid, 88. 
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c. Jika anak tetap dilibatkan dalam pekerjaan untuk 

mempertahankan keberlangsungan Lembaga Kesejahteraan Sosial 

Anak, maka Dinas Sosial/Instansi Sosial harus memberikan sanksi 

kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tersebut.
33

 

                                                           
33

 Ibid, 90. 


